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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 

 Pertanggungjawaban Tindak Pidana 

 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa 

belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminal 

responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana, 

Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan 

Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, 

ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai 

“pertanggungjawaban pidana”.13 

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem 

yang dibangun oleh hukum pidana unutk bereaksi terhadap pelanggaran 

atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.14 Menurut Roeslan 

Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai 

diteruskannya celaan yang objektif yan gada pada perbuatan pidana dan 

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena 

perbuatannya tersebut.15 

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability 

dalam segifalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I..use 

simple word “liability” forthe situation whereby one may exact legaly 

and other is legaly subjeced to theexcaxtion” pertanggungjawaban 

pidana diartikan Pound adalah sebagai suatukewajiban untuk 

 

 
13Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, 

FH 

Untan Press, Pontianak, hlm 166. 
14 Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 

TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70. 
15 Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem 

Pertanggungjawaban 

pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21. 
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membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorangyang 

telah dirugikan,16pertanggungjawaban yang dilakukantersebut tidak 

hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkutpula 

masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu 

masyarakat. 

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian 

pertanggungjawaban pidana: 

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan 

suatukeadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu 

upaya pemidanaan,baik ditinjau secara umum maupun dari sudut 

orangnya dapat dibenarkan.Selanjutnya dikatakannya, seorang 

pelaku tindak pidana mampubertanggungjawab apabila: Pertama, 

mampu mengetahui/ menyadari bahwaperbuatannya bertentangan 

dengan hukum. Kedua, mampu menentukankehendaknya sesuai 

dengan kesadaran tadi.17 

b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan 

pengertianpertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal 

psikis dankemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu 

pertama, mampuuntuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh- 

sungguh dari perbuatanperbuatansendiri. Kedua, mampu untuk 

menginsyafi bahwa perbuatanperbuatanitu bertentangan dengan 

ketertiban masyarakat. Ketiga, mampuuntuk menentukan kehendak 

berbuat.18 

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan 

unsur-unsuryaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang 

memungkinkan menguasaipikirannya dan menentukan 

kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna danakibat dari tingkah 

 
 

 

 
Hlm. 65 

16Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 

 
17Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85 
18Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, hlm 121. 
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lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknyasesuai dengan 

pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).19 

 
 Syarat Pertanggungjawaban Pidana 

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan 

dimintaipertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak 

melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah 

melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, 

tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan 

pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah 

danmeyakinkan melakukan kesalahan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat 

tidaknyadimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang 

harus adanya kesalahan.Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

bagian yaitu : 

a. Adanya kemmapuan bertanggungjawab 

Kemampuan bertanggunjawab dapat dilihat dari keadaan batin 

orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menetukan adanya 

kesalahan, yang mana keadaan jiea orang yang melakukan 

perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat 

dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah 

lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh 

masyarakat.20 

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal 

maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada 

gunanya untuk diadakanpertanggungjawaban, sebagaimana 

ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi 

sebagai berikut : 

 
 

19Op.Cit, Teguh Prasetyo, hlm. 86 
20Andi Matalatta,1987 Victimilogy Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 

hlm. 41-42. 
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1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak 

dapatdipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang 

sempurna akal nya ataukarena sakit berubah akal tidak 

boleh dihukum. 

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang 

sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim 

boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila 

selama-lamanya satutahun untuk diperiksa. 

3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku 

bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri. 

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) 

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang 

yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah 

(subective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana 

Tanpa Kesalahan” (geen straf zonder schuld) atau Nulla Poena 

Sine Culpa. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat 

dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah : 

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat 

(schuldfahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit): artinya 

keadaan jiwa si pembuat harus normal. 

2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya 

berupakesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa): ini 

disebut bentuk-bentukkesalahan. 

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak 

ada alasan pemaaf. 

 Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya 

dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau 

Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan 
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psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada 

kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum 

pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh 

Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian 

perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang 

oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakansanksi.21 

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah 

penderitaan yangsengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalahreaksi atas delik, dan 

ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakannegara kepada 

pembuat delik itu.22 

 
 Unsur-unsur Tindak Pidana 

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat 

tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur 

tindak pidana. Jadi seseorangdapat dikenakan pidana apabila perbuatan 

yang dilakukan memenuhi syarat-syarattindak pidana (strafbaarfeit). 

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidanahendaknya dibedakan 

dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimanatersebut dalam 

rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah 

lebihluas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam 

arti sempit) daritindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum 

dalam Pasal 362 KUHP.23 

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP 

pada umumnyadapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, 

yaitu unsur-unsur subyektifdan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur- 

unsur ”subyektif” adalah unsur-unsuryang melekat pada diri si pelaku 

 

21Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi 

dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137. 
22Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. hlm. 22. 
23Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 43. 
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atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dantermasuk kedalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan yang 

dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang 

adahubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di 

mana tindakan darisi pelaku itu harus dilakukan.24 

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak 

pidana itu adalah: 

1) Kesengajaan atau kelalaian 

2)  Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang 

dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP 

3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 

kejahatan menurut pasal 340 KUHP 

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 

pidana menurut pasal 338 KUHP. 

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif 

dari suatutindak pidana adalah : 

1) Sifat melanggar hukum; 

2) Kualitas si pelaku; 

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengansesuatu kenyataan sebagai akibat 

 

 Anak Sebagai Korban 

 Pengertian Anak 

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena 

anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung 

maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa 

penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya 

yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita- 

cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai 

manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, 

kematangan pribadi dan kematangan mental.25 

 

24P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 183 
25 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3 
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Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) 

yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. 

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak 

adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) 

dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan 

karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta 

hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan 

tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang 

merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan 

nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.26 

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan 

perundang-undangan , yaitu: 

a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak 

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, 

kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut 

ditentukanbahwa usia dewasa dicapai lebih awal; 

b. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 1 angka 5 “Anak adalah set iap manusia yang berusia di 

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk 

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 

demi kepent ingannya”; 

c. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan”; 

d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

yangselanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yangdiduga melakukan tindak pidana”.Pasal 1 angka 4 “Anak 

yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 

Anak Korban adalah anak yang belum berumur18 (delapan belas) 

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 

angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang 
 

26Kartini Kartono, “Psikologi Apnormal”, Jakarta: Pradnya Pramitha, 2004. Hal.35 
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selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidangpengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 

dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. 

e. Menurut KUHP 

Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut 

belum berumur 16 tahun”; 

f. Menurut KUHPerdata 

Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika 

orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang 

tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”. 

 
 Pengertian Korban 

Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan 

menyatakan bahwa korban adalah mereka yangmenderita jasmaniah 

dan rohaniah sebagai akibattindakan orang lain, yang mencari 

pemenuhankepentingan diri sendiri atau orang lain, yangbertentangan 

dengan kepentingan dan hak asasi yangmenderita. Pengertian korban di 

sini dapat berartisebagai individu atau kelompok baik swasta 

maupunpemerintah.” 

Pasal 1 angka 2 Undang-UndangNomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi danKorban menyatakan korban adalah seseorang 

yangmengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugianekonomi 

yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.27 

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah; 

a. Setiap orang; 

b. Mengalami penderitaan fisik, mental; 

c. Kerugian waktu; 

d. Akibat tindak pidana. 
 

 

 
Ilmu, 

27Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha 

Yogyakarta, 2010 hlm 49. 
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Pornografi 

 Pengertian Pornografi 

Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu 

Phornographia yang bermakana tentang sebuah tulisan atau gambaran 

tentang seorang pelacur. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah 

lukisan yang bermuatan seksual, Salah satu yang menonjol adalah 

sebuah gambaran tentang tentang tempat pelacuran yang 

mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas 

beberapa pintu yang ditemukan di sana. pada saat itu orang pun bisa 

menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang 

terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacuran 

disana, karena pada masa itu gambar atau tulisan tentang alat vital 

adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang 

tindakan tersebut. 

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

pornographia, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau 

penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku 

seksual manusia dengan tujuan untuk pembangkitkan rangsangan 

seksual.28 

Pornografi didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi, memiliki banyak pengertian seperti 

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka 

umum, yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu 

norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat. 

Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Kitab Undang- 

undang Hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan 

 

 
 

28Wikipedia, Pornografi, http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi, diunduh di Kabupaten 

Karo tanggal 27 Desember 2020 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi
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diatur dalam Pasal 281 -283 dan 532 – 533 tentang pelanggaran 

kesusilaan yang berbunyi yaitu: 

Pasal 281 

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

(1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 

(2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di 

situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan 

Pasal 282 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan 

di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui 

isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk 

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, 

membikintulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke 

dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau 

memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan 

atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau 

menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling 

tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan 

di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 

kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, 

memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari 

negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang- 

terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, 

atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat 

baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu 

me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
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(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat 

pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana 

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 

banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. 

Pasal 283 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau 

pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa 

menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara 

waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau 

benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau 

menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan 

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumya 

belumtujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu 

telah diketahuinya. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi 

tulisan yang melanggar kesusilaan di muka oranng yang belum 

dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah 

diketahuinya. 

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau 

pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 

banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan 

untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau 

memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 

kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan 

kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana 

dimaksuddalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk 

menduga,bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 

kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau 

menggugurkan kehamilan 
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Pasal 532 

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana 

dendapaling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: 

(1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang 

melanggar kesusilaan; 

(2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar 

kesusilaan; 

(3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan 

tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan. 

Pasal 533 

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana 

denda paling banyak tiga ribu rupiah: 

1) barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan 

mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atauisi 

yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu 

membangkitkan nafsu birahi para remaja; 

2) barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang- 

teranganmemperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan 

nafsu birahi para remaja; 

3) barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta 

menawarkansuatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang 

nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan 

menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan 

atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja; 

4) barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara 

waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang 

demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas 

tahun; 

5) barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka 

seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun. 


